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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian selama empat puluh hari kerja. Selama 

melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan di subbagian keuangan. Dalam 

melakukan PKL ini praktikan melakukan beberapa aktivitas membantu pada 

subbagian keuangan yaitu merekapitulasi bukti transaksi pembayaran atau billing 

dari PNBP, merekam pungut dan setor pajak, merevisi kesalahan input data, 

membuat rekapitulasi daftar konfirmasi pajak, merekapitulasi data arsip SPJ, dan 

melakukan input kuitansi. Praktikan menggunakan ilmu yang dipelajarinya di 

perkuliahan khususnya mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Praktikan 

mendapatkan ilmu lebih lanjut mengenai transaksi dan pelaporan keuangan di 

sektor pemerintah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

 

Pada era globalisasi dan ekonomi digital ini persaingan mencari kerja 

semakin kompetitif. Persaingan mencari kerja semakin ketat memicu terjadinya 

angka pengangguran yang meningkat dengan pesat (Alghofari, 2011). Selain itu, 

terdapat pula faktor lainnya yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di 

Indonesia seperti kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kurangnya 

keterampilan tersebut yang meyebabkan tenaga kerja tidak siap kerja, dikarenakan 

pendidikan formal yang lebih mengacu pada teori dibandingkan praktik. 

Salah satu alasan seseorang yang menempuh pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa mendatang 

dan menyejahterakan kehidupannya (Ali, 2009). Berbagai usaha ditempuh untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan baik dengan tujuan mendapatkan 

penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. 

Oleh karena itu, perencanaan dan persiapan harus dilakukan seseorang 

dengan baik untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan 

minat, bakat, dan kemampuan. Dalam mengasah keterampilan mahasiswa dapat 

dilakukan dengan mengaplikasikan teori di pendidikan formal ke lapangan 

pekerjaan melalui jalur Praktik Kerja Langsung (PKL). 
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PKL adalah suatu bentuk mata kuliah yang diwajibkan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan cara memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di perusahaan swasta, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

instansi pemerintah, dan sebagainya. PKL merupakan relevansi antara 

pembelajaran yang telah diampu selama perkuliahan dengan praktik langsung 

dalam dunia kerja. 

Lulusan FE UNJ khususnya adalah lulusan akuntansi diharapkan mampu 

menjadi lulusan yang berkualitas dan kompeten. Salah satunya dengan 

menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan melalui pekerjaan sektor 

tertentu. Penerapan ilmu tersebut merupakan suatu kontribusi dari pendidikan 

formal yang berguna untuk diterapkan pada praktik perusahaan di sektor tertentu. 

Sehingga tujuan universitas bukan hanya menghasilkan lulusan dengan gelar 

tertentu saja, namun juga siap pakai di dunia kerja. Penyerapan tenaga kerja juga 

berkontribusi untuk pembangunan suatu daerah (Ganie, 2017). 

Pada pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, tanggap 

terhadap permasalahan, serta mampu berkomunikasi dengan antar karyawan. 

Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, disiplin, 

dan tanggung jawab bagi praktikan. Pelaksanaan PKL dapat berperan aktif guna 

membentuk mahasiswa untuk lebih siap bekerja (Chotimah, 2020). 

Oleh karena itu, praktikan melakukan PKL pada Subbagian Keuangan di 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian untuk menambah 
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pengalaman dan keterampilan khususnya dalam proses pencatatan transaksi 

keuangan dalam instansi pemerintahan. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

 

Praktik kerja lapangan yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang 

ditujukan untuk mahasiswa yaitu: 

1. Memenuhi mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program Studi S-1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai dunia kerja secara nyata. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan 

kemampuan praktikan. 

4. Melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan suasana lingkungan kerja 

yang sesungguhnya berkenaan dengan disiplin ilmu dan tanggung jawab 

pekerjaan. 

5. Membangun hubungan baik antara instansi tempat PKL dengan 

Universitas Negeri Jakarta. 

C. Kegunaan PKL 

 

Manfaat dan kegunaan yang didapatkan setelah menjalakan kegiatan PKL: 

 

1. Bagi mahasiswa 

 

a) Menambah wawasan dunia kerja khususnya di bidang akuntansi 

pemerintahan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan 

lapangan kerja. 
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b) Mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja. 

 

c) Menerapkan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah dan 

mengaitkannya dengan realita kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

a) Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 

 

b) Membina hubungan baik dengan instansi terkait. 

 

c) Sebagai bahan masukan dan evaluasi muatan kurikulum di Universitas 

Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. 

3. Bagi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 

 

a) Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan yang terkait. 

b) Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas. 

 

c) Menjalin kerjasama yang menguntungkan antara Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian dengan praktikan. 

D. Tempat PKL 

 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian. Praktikan memilih Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Pascapanen Pertanian karena praktikan ingin mengetahui 

lebih banyak mengenai akuntansi pemerintahan. Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian juga terletak di posisi yang strategis 

sehingga mudah dijangkau oleh praktikan. 
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Berikut ini merupakan informasi data instansi tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan: 

Nama Instansi : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

 

Pertanian 

 

Alamat : Jl. Tentara Pelajar No.12 A, RT.01/RW.11, Cibogor, 

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 

16122 

Telepon : (0251) 8321762 

 

E-mail : bbpascapanen@litbang.pertanian.go.id 
 

 

Website : http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id/ 
 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

 

PKL di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 

subbagian keuangan, praktikan melalui beberapa tahapan. Berikut adalah 

perincian tahap pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan 

Masyarakat (BAKHUM), kemudian ditujukan ke Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Setelah disposisi sekitar dua 

minggu, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 

mailto:bbpascapanen@litbang.pertanian.go.id
http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id/
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memberikan konfirmasi kepada praktikan yang menyatakan bahwa 

praktikan diterima untuk melaksanakan PKL di instansi tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

Praktikan melakukan kegiatan PKL berlangsung selama empat puluh hari, 

yakni pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020. 

Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 

sampai dengan 15.00 WIB. Sedangkan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 

dengan 13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

 

Praktikan melakukan penyusunan laporan PKL untuk menyelesaikan mata 

kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 

laporan PKL di bulan Oktober 2020 hingga bulan November 2020. 



 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Instansi 

 

 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) 

adalah salah satu unit eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang 

memiliki tugas melakukan kegiatan penilitian, pengembangan dan inovasi di 

bidang pertanian. Kemudian saat ini Badan Litbang Pertanian memiliki sejumlah 

unit kerja eselon II yaitu salah satunya adalah Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor. 

Pada bulan Oktober 2000, muncul gagasan yang dikemukakan oleh 

Menteri Pertanian yang menjabat saat itu, Bungarah Sarangih bahwa sudah 

saatnya Departemen Pertanian memiliki institusi penilitian yang menangani 

bidang pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian. 

Prakarsa tersebut kemudian bergulir dan ditindaklanjuti oleh pimpinan Badan 

Litbang Pertanian. 

Berdasarkan keinginan yang kuat untuk mendukung pembangunan sistem 

dan usaha di bidang agribisnis yang memiliki daya saing, maka Badan Litbang 

Pertanian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pascapanen melalui Surat 

Penugasan Kepala Litbang Pertanian No. Kp.440.010101.39, tanggal 23 Januari 

2001 dengan tugas menyiapkan berdirinya Institusi Litbang Pascapanen. 

Pentingnya Litbang Pascapanen sebenarnya sudah diinginkan sejak lama dan 

pernah dibuat dalam bentuk Proyek Penelitian Pascapanen Pertanian yang hanya 

bertahan lima tahun yaitu pada tahun 1985 hingga 1990. 

Dalam waktu setahun kegiatan Kelompok Kerja, lahir Balai Penelitian 

Pascapanen Pertanian (Balitpasca) dengan dasar hukum Keputusan Menteri 
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No.76/Kpts/T.210/1/2002 tanggal 29 Januari 2002, sebagai institusi eselon III,  

dan berdomisili di Jakarta, lebih tepatnya di Jl. Ragunan 29A, Pasarminggu, 

Jakarta Selatan. Tugas utama yang dititikberatkan kepada Balai Penelitian 

Pascapanen Pertanian adalah melaksanakan kegiatan penelitian bidang 

pascapanen pertanian. Balai Penelitian Pascapanen Pertanian didukung oleh para 

peneliti dan tenaga administrasi yang berasal dari beberapa institusi Badan 

Litbang Pertanian. 

Selanjutnya eselon diperoleh Balai Penelitian Pascapanen Pertanian di 

akhir tahun 2003, dengan ditetapkannya menjadi Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB-Pascapanen) melalui Surat Keputusan 

Menteri Pertanian No.623/Kpts/OT.140/12/2003 tanggal 30 Desember 2003, 

dengan tugas pokok melaksanakan dan merumuskan program penelitian dan 

pengembangan teknologi pascapanen pertanian. 

Fasilitas yang Dimiliki 

 
Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang tersedia berupa 

laboratorium kimia, laboratorium fermentasi, dan laboratorium pengolahan 

komoditas. Kemampuan analisis yang dimiliki adalah analisis proksimat, vitamin, 

logam berat, asam lemak, asam amino, laktosa, amilasa, pati, minyak atau lemas, 

klorofil, hormon, dan minyak atsiri. Bangsal penanganan dan pengolahan hasil 

pertanian tersedia untuk produksi minyak atsiri dengan produk derivat dan 

formulasinya, pengolahan hasil ternak, pengolahan kedelai, pengolahan puree 

buah, pengolahan mete, dan pengolahan produk aneka tepung. 

Laboratorium yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 
• Laboratorium Kimia 

Sebagian terakreditasi ISO/IEC/7025:2005. Berfungsi untuk 

mengembangkan ilmu yang terkait dengan aspek-aspek kimiawi seperti 

analisis kimiawi, fisiologi dan teknologi pascapanen, bahan tambahan 
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makanan, kimia dan biokimia pangan terapan, termasuk pula pengujian 

mutu pangan dan hasil pertanian lainnya ditinjau dari aspek kimia. 

• Laboratorium Mikrobiologi 

Laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara 

khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan 

dengan mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi 

yang khusus mempelajari jasad-jasad renik. 

• Laboratorium Fisika 

Laboratorium Fisika menyediakan fasilitas dan layanan untuk 

melaksanakan eksperimen di bidang Fisika Dasar hingga Fisika Modern. 

• Laboratorium Organoleptik 

Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan 

kesukaan dan kemauan untuk mempegunakan suatu produk. Uji 

Organoleptik atau uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara 

pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk 

pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik 

mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian 

organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu 

dan kerusakan lainnya dari produk. 

Laboratorium penilaian organoleptik adalah suatu laboratorium yang 

menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan 

penginderaannya. Laboratorium ini perlu persyaratan tertentu agar 

diperoleh reaksi kejiwaan yang jujur dan murni tanpa pengaruh faktor- 

faktor lain. 

• Laboratorium Nanoteknologi Pangan dan Pertanian 

Penerapan teknologi nano akan membantu mengurangi biaya pertanian, 

meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai produksi, dan 

meningkatkan pendapatan pertanian, di samping mendukung konservasi 

dan   meningkatkan   kualitas   sumber   daya    alam dalam sistem 

produksi pertanian. 
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Visi 

 
Menjadi institusi penelitian dan pengembangan andalan yang 

menghasilkan inovasi teknologi pascapanen untuk ketahanan pangan dan 

kesejahteraan masyarakat pertanian. 

Misi 

 
• Menghasilkan inovasi teknologi diversifikasi pangan dengan 

memanfaatkan sumber daya domestik untuk mendukung ketahanan 

pangan. 

• Menghasilkan inovasi teknologi pascapanen dalam rangka peningkatan 

nilai tambah, daya saing, mutu dan keamanan produk pertanian. 

• Membangun kerja sama dalam dan luar negeri untuk mempercepat alih 

teknologi dan penguasaan IPTEK. 

Tujuan 

 
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya, dalam lima 

tahun kedepan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 

menetapkan tujuan sebagai berikut: 

• Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pengolahan pangan 

pokok baru dan substitusi bahan pangan impor untuk mendukung 

ketahanan pangan. 

• Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi penanganan dan 

pengolahan untuk mengurangi kehilangan hasil, mempertahankan mutu, 

keamanan produk pertanian serta memiliki nilai tambah dan daya saing. 

• Mempercepat alih teknologi dan penguasaan IPTEK melalui kemitraan 

penelitin dan pengembangan teknologi pascapanen. 

Sasaran 



11 
 

 

 

 

 

 

Sasaran strategis yang hendak dicapai BB-pascapanen dalam lima tahun 

kedepan adalah meningkatnya pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor, 

dengan sasaran sebagai berikut: 

• 19 teknologi penanganan segar produk hortikultura dan ternak untuk 

memperpanjang daya simpan (termasuk transportasi dan distribusi), 

dengan 10 teknologi diadopsi oleh pengguna, 2 Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI), 5 publikasi internasional. 

• 32 produk/ teknologi untuk diversifikasi pangan, substitusi dengan impor, 

dengan 10 produk dan teknologi diadopsi oleh pengguna, 2 HKI, 10 

publikasi internasional. 

• 30 produk baru/ product development dan teknologi untuk peningkatan 

nilai tambah, dengan 10 teknologi diadopsi oleh pengguna, 5 HKI, 10 

publikasi internasional. 

B. Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan ataupun instansi pada umumnya memiliki struktur 

organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam 

memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur 

organisasi merupakan langkah terencana dalam suatu instansi untuk melakukan 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur 

organisasi menggambarkan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, 

dan dikoordinasikan secara formal. Hal ini berlaku dalam sektor swasta maupun 

instansi pemerintah yakni salah satunya adalah Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian. 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB 

Pascapanen) dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang kedudukannya 

setingkat Eselon II. 

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BB-Pascapanen didukung 

oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 139 tenaga yang terdiri dari 11 
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pejabat struktural; 58 orang tenaga peneliti; 1 orang pustakawan; 16 orang teknisi; 

1 orang arsiparis; 1 orang perekayasa dan 56 orang tenaga administrasi. 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi BB-Pascapanen: 
 

 

 

 
Gambar II.1 

 
Struktur Organisasi BB-Pascapanen 

 
Sumber: Website BB-Pascapanen 
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Gambar II.2 

 
Struktur Organisasi Subbagian Keuangan BB-Pascapanen 

 
Sumber: Kepala Subbagian Keuangan BB-Pascapanen, tahun 2020 

 
Berikut penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing dari para 

pegawai Badan Besar Penelitian dan Pengembangan Pascpanen Pertanian 

subbagian keuangan: 

1. Kepala Subbagian Keuangan 

 
Kepala Subbagian Keuangan merupakan jabatan tertinggi dalam subbagian 

keuangan, yaitu membawahi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, 

PPABP, dan Pengelola Keuangan secara langsung. Kepala Subbagian Keuangan 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan administrasi 
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keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban atas 

laporan keuangan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, melakukan 

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melaksanakan persiapan 

usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut, melakukan 

verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan, dan melaksanakan 

penyusunan laporan keuangan. 

2. Bendahara Pengeluaran 

 
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan 

dan membawahi Kasir dan Petugas Pajak. Pihak yang sangat berperan 

melaksanakan fungsi perbendaharaan adalah Bendahara Pengeluaran. Bendahara 

Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam 

keperluan belanja negara. Tugas dan adalah menerima, menyimpan, 

menatausahakan, dan membukukan uang atau surat berharga dalam 

pengelolaanya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pemotongan atau pemungutan 

penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan, menyetorkan pemotongan 

atau pemungutan kewajiban ke kas negara, mengelola rekening tempat 

penyimpanan uang persediaan, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

3. Bendahara Penerimaan 

 
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan. 

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor atau Satuan Kerja 

Kementerian Negara maupun Lembaga. 

4. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai 
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Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu 

kuasa pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai 

pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. PPABP bukan sekedar Pembuat Daftar Gaji (PDG) seperti 

ketika administrasi belanja pegawai masih dikelola oleh KPPN. Oleh karena itu, 

PPABP dapat dibantu oleh beberapa pegawai sesuai dengan volume kerja yang 

ditanganinya. 

4. Pengelola Keuangan 

 
Pengelola Keuangan Daerah adalah pegawai yang bertanggung jawab atas 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dalam suatu instansi, 

salah satunya adalah BB-Pascapanen. 

5. Kasir 

 
Kasir bertanggung jawab langsung kepada bendahara pengeluaran. Kasir adalah 

seseorang yang bertugas untuk mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran dan 

menyimpannya. Tugas yang dilakukan kasir adalah melakukan pencatatan semua 

transaksi yang ada, melakukan pengecekan saat menerima barang, dan melakukan 

pencatatan kas fisik. 

6. Petugas Pajak 

 
Petugas Pajak bertugas melakukan segala pencatatan, pembayaran, pelaporan, 

hingga pengawasan proses administrasi yang berkaitan dengan pajak suatu 

instansi. Tugas petugas pajak adalah menghitung pajak yang harus dibayar dalam 

periode tertentu, membayar dan melapor pajak tepat waktu, membuat perencanaan 

pajak, mencatatat data transaksi. 

7. Verifikator 
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Verifikator bertanggung jawab langsung dengan pengelolaan dan sejajar dengan 

pengadministrasi keuangan, petugas aplikasi perjalanan, petugas SPTB, petugas 

dokumen arsip, dan petugas SPP/SPM. Salah satu tugas Verifikator Keuangan 

adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen keuangan. Tugas dan wewenang 

verifikator adalah menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi SP2D dan 

SPM sesuai dengan standar operasional prosedur pedoman kerja, menyiapkan 

perangkat administrasi yang menunjang kegiatan pengelolaan SP2D dan SPM 

sesuai dengan petunjuk teknis,mendistribusikan formulir informasi jenis-jenis 

kelengkapan administrasi SP2D dan SPM, mengumpulkan data dan menyiapkan 

bahan penyusunan juknis berkenaan dengan pengelolaan administrasi SP2D dan 

SPM sesuai dengan pedoman kerja agar kegiatan sesuai rencana, menyusun SP2D 

dan SPM, melaporkan hasil pelaksanaan tugas, melakukan kegiatan revisi 

terhadap anggaran, dan melakukan verifikasi kelengkapan setiap dokumen 

pengajuan SP2D. 

8. Pengadministrasi Keuangan 

 
Pengadministrasi keuangan bertugas untuk mempersiapkan semua bahan dan 

peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, mengikuti perkembangan 

realisasi, mengumpulkan data penerimaan uang, mengumpulkan dan menyusun 

bukti-bukti pengeluaran uang, membuat konsep dokumen keuangan, mencatat 

semua dokumen keuangan yang telah dibuat untuk persetujuannya, dan membuat 

laporan mengenai pelaksanaan uang. 

9. Petugas Aplikasi Perjalanan 

 
Tugas dari seorang petugas aplikasi perjalanan adalah mempersiapkan rencana 

dinas yang meliputi rincian yang bertanggung jawab dalam perjalanan dinas dan 

tujuan utama perjalanan dinas dan mengatur jadwal perjalanan dinas. Ada 

beberapa informasi yang harus diketahui Petugas Aplikasi Perjalanan, yaitu 

pembelian tiket, reconfirmation, shuffle flights, perubahan pemesanan, open 

return, redeeming tickets, dan peraturan kepabeanan. 

10. Petugas Surat Pernyataan Tanggung jawab Bendahara (SPTB) 
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SPTB berguna untuk menyederhanakan prosedur pencairan penggantian Uang 

Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Karena lampiran Surat Permintaan 

Pembayaran Penggantian UYHD (SPP-GU) semakin banyak sehingga 

mengganggu kelancaran penyelesaian dan pembayaran. SPTB berfungsi untuk 

merangkum  bukti-bukti   pembayaran   tersebut   pada   batasan   jumlah   

tertentu. Pegawai yang bertugas untuk mengurus serangkaian pembuatan SPTB 

adalah petugas SPTB. 

11. Petugas Dokumen Arsip 

 
Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan 

berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun 

perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, 

warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sahih 

untuk suatu tindakan dan keputusan. Pengertian kearsipan adalah pengelolaan 

catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan 

dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar 

mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Maka tugas petugas dokumen arsip 

adalah melakukan pengelolaan arsip dengan baik sehingga dapat dokumen atau 

arsip yang diperlukan dapat ditemukan di masa depan. 

12. Petugas SPP/SPM 

 
Tugas dari seorang Petugas SPP/SPM adalah membuat SPP/SPM berdasarkan 

prosedur. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah 

dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan 

kepada PP-SPM berkenaan. Surat Perintah Membayar, yang  selanjutnya  

disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau 

pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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C. Kegiatan Umum 

Program Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbangtan), yaitu Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri 

Berkelanjutan. Program Utama tersebut telah dijabarkan ke dalam kegiatan utama 

pada setiap eselon II di lingkup Balitbangtan. Terkait dengan program tersebut, 

ada dua sasaran program Badan Litbang Pertanian yang sesuai tusi dari BB 

Pascapanen, yaitu Sasaran Program 2, 3, 4, dan 5: 

a) Tersedianya teknologi dan inovasi Pertanian, dengan 

menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk penelitian terapan yang 

inovatif secara mandiri (in-house) atau bekerjasama dengan berbagai 

pihak, merencanakan kegiatan penelitian berbasis kebutuhan konsumen 

yang bersifat pemecahan masalah dan siap diterapkan pengguna akhir dan 

pengguna antara (eselon satu terkait lingkup Kementerian Pertanian), 

pengembangan teknologi berbasis kekayaan sumberdaya dan kearifan 

lokal dengan tetap memperhatikan pengembangannya di berbagai 

lingkungan strategis, dan secara berkala melakukan komparansi terhadap 

state of the art dari inovasi yang dikembangkan; 

b) Tersedianya model pengembangan inovasi, dengan membangun model 

pembangunan pertanian spesifik lokasi berbasis sumberdaya lokal dengan 

melibatkan secara aktif stakeholder (pemerintah daerah, dunia usaha, 

akademisi, dan masyarakat), menginisiasi model pengembangan inovasi 

yang memadukan beragam komponen teknologi yang saling menunjang 

dan mendukung pengembangan pertanian bioindustri, membangun model 

penerapan inovasi yang siap dikembangkan oleh eselon satu terkait di 

lingkup Kementerian Pertanian, mengembangkan Taman Sains Pertanian 

dan Taman Teknologi Pertanian sebagai model percepatan diseminasi 

teknologi dan inovasi pertanian, dan mengembangkan pola pendampingan 

dan pengawalan teknologi dan inovasi pada program  strategis 

Kementerian Pertanian seperti Upaya Khusus (UPSUS) dan 

pengembangan kawasan pertanian nasional; 
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c) Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian, dengan 

mengembangkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang 

bersifat antisipatif; mengembangkan kajian untuk menghasilkan 

rekomendasi kebijakan yang bersifat responsive dan pemecahan masalah, 

mengembangkan kajian sebagai basis dalam penyusunan peraturan 

perundangan yang terkait dengan pembangunan pertanian, dan 

merumuskan rekomendasi kebijakan, organisasi dan kelembagaan untuk 

meningkatkan efektivitas sinergi program pembangunan pertanian; 

d) Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian, dengan 

mengembangkan sistem penelitian, pengkajian, pengembangan, dan 

penerapan (litkajibangrap) teknologi dan inovasi pertanian; meningkatkan 

promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil penelitian melalui Spektrum 

Diseminasi Multi Channel (SDMC) kepada seluruh stakeholders nasional 

maupun internasional, dan meningkatkan kapasitas dan sinergi lembaga 

inovasi (penelitian, diseminasi, penyuluhan) yang saling menguatkan. 

Kegiatan BB-Pascapanen difokuskan untuk menghasilkan teknologi dan 

inovasi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung kedaulatan 

pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya pencapaian 

swasembada pangan berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah, daya saing,  

dan ekspor. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen dilakukan dalam skala 

laboratorium, pilot dan skala komersial melalui kegiatan penelitian penanganan 

segar dan pengolahan produk pertanian. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 

menerapkan iptek mutakhir antara lain teknologi nano, bioprocessing, non- 

destructive dan bio-sensing untuk menghasilkan produk baru yang inovatif. Selain 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi, 

analisis kebijakan dilakukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan di bidang 

pascapanen sebagai bahan rekomendasi bagi pemangku kepentingan. 
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Dalam rangka menghasilkan teknologi dan inovasi pascapanen skala 

komersial, kegiatan-kegiatan difusi dan diseminasi teknologi serta kerjasama 

penelitian dan kemitraan dilakukan secara masif dan efektif. Selain itu, dukungan 

manajemen diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengelolaan 

sumber daya penelitian melalui penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi, 

manajemen ketatausahaan serta kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian  

dan pengembangan pascapanen pertanian. 

Subbagian Keuangan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di 

bawah Kepala BB-Pascapanen dan di bawah Kepala Bagian Tata Usaha. 

Subbagian keuangan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang 

meliputi pembiayaan, pengendalian,  pembukuan,  akuntansi  dan  verifikasi,  

serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam melaksanakan tugas, 

subbagian keuangan menjalankan fungsi: 

a) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan, akuntansi, dan verifikasi; 

b) Pembayaran gaji pegawai BB-Pascapanen; dan 

 
c) Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) serta melakukan 

pertanggungjawaban keuangan. 

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang pendapatan negara/daearah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada 

kantor / satuan kerja Kementerian negara / lembaga / pemerintah daerah. Tugas 

bendahara pengeluaran: 

1. Pembinaan fungsi keuangan yang meliputi: 

 
a) Pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Satker. 

 
b) Penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan 

pembinaan keuangan di Lingkungan Satker. 
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c) Penyiapan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satker. 

 
2. Penyelenggaraan fungsi keuangan yang meliputi : 

 
a) Penyiapan surat permintaan pembayaran beserta kelengkapannya 

 
b) Pengajuan tagihan kepada KPPN 

 
c) Pengambilan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN 

 
d) Penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana yang dikelola sesuai 

ketentuan yang berlaku 

e) Penyelenggaraan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan 

 
f) Penyelenggaraan pengolahan, posting, atau cetak data pelaksanaan Back 

Up serta penyimpanannya 

g) Pencatatan administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana 

yang belum masuk dalam program komputerisasi 

h) Penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan satker 

 
i) Pengambilan atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak 

maupun arsip data komputer. 



 

 

 

 

 

BAB III 

 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Praktikan memiliki kesempatan untuk melaksanakan PKL di Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang beralamat di Jl. Tentara 

Pelajar Jl. Cimanggu Barata No.12 A. Selama empat puluh hari pelaksanaan PKL, 

praktikan ditempatkan di bagian umum, subbagian keuangan. 

Lingkup tugas dalam subbagian keuangan mencakup penyusunan laporan 

keuangan manual, pembuatan laporan realisasi anggaran, menginput Surat 

Perintah Pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), LPJ Bendahara Penerimaan 

dan Pengeluaran di aplikasi SAS, penginputan laporan pembayaran/penyetoran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di aplikasi SIMPONI dan SAS, 

membuat rekapan rincian pengambilan uang LS bendahara bank, dan membuat 

CALK. Terdapat perbedaan antara aplikasi SIMPONI dan SAS. SIMPONI hanya 

digunakan untuk memfasilitasi pembayaran PNBP, sedangkan SAS lebih banyak 

kegunaannya karena SAS adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja 

yang merupakan pengguna layanan KPPN seluruh Indonesia. Dengan SAS, satuan 

kerja membuat SPM yang menjadi dasar KPPN menerbitkan SP2D di mana 

setelah itu dana APBN yang masuk ke dalam DIPA satker tersebut bisa dicarikan, 

aplikasi ini juga memudahkan bendahara untuk membuat LPJ. 

Unit yang dipimpin oleh Ibu Dra. RR. Eni Wahyuni sebagai Kepala 

Subbagian Keuangan Balai Besar Penelitan dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian. Dalam pelaksanaannya praktikan dipercaya untuk membantu 

menginput pajak ke aplikasi SAS, merekapitulasi arsip SPM tahun 2020 ke 

Microsoft Excel, merekapitulasi billing dari PNBP, dan menginput kuitansi ke 

aplikasi SAS. 
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Berikut ini adalah tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

pelaksanaan PKL di BB-Pascapanen : 

1. Merekapitulasi bukti transaksi pembayaran atau billing dari PNBP. 

2. Merekam pungutan dan setoran pajak menggunakan aplikasi SAS. 

3. Merevisi apabila terdapat kesalahan input NTPN dan NTB setelah 

diperiksa KPPN. 

4. Membuat rekapitulasi daftar setoran penerimaan pajak atau konfirmasi 

pajak. 

5. Merekapitulasi data arsip SPJ di Microsoft Excel. 

6. Melakukan input kuitansi melalui aplikasi SAS. 

 
B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama empat puluh hari 

dimulai dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020. Kegiatan 

PKL ini dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di sektor pemerintahan 

yaitu hari Senin s.d. Jumat dengan jam kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. 

Pada hari pertama kerja, praktikan diperkenalkan pada unit kerja lainnya 

dan diberikan penjelasan secara singkat. Setelah itu, diperkenalkan kepada bagian 

subbagian keuangan dan diberi pemahaman mengenai langkah-langkah kerja yang 

akan dilakukan setiap harinya. Setelah praktikan memahami langkah-langkah 

kerja, praktikan kemudian diberi beberapa pekerjaan yang akan dilaksanakan 

setiap harinya selama empat puluh hari ke depan. 

Berikut penjelasan secara lebih rinci terkait dengan tugas yang diberikan 

kepada praktikan selama melaksanakan PKL: 

1. Merekapitulasi bukti transaksi pembayaran atau billing dari Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). 

 

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan 

memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar 

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran 

pendapatan dan belanja negara. Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, jenis PNBP meliputi penerimaan yang 

bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan 

sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, 

penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan 

denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, 

dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Yang 

dilakukan praktikan saat melaksanakan PKL adalah jenis PNBP penerimaan yang 

bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yaitu penerimaan dan pengembalian 

TUP dana pemerintah. 

 

Pada kegiatan ini, praktikan merekap seluruh billing dari kegiatan 

fungsional dan umum Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian dan menghitung jumlah penerimaan dalam setiap bulan. Aplikasi 

Simponi memberi kemudahan bagi Wajib Bayar untuk membayar PNBP melalui 

berbagai channel pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai. 

Dalam Merekapitulasi billing PNBP, langkah-langkah yang dilakukan 

praktikan adalah sebagai berikut. 

a) Membuka aplikasi Simponi dan login menggunakan username dan 

 

password pegawai 
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Gambar III.1 

Aplikasi Simponi 

b) Praktikan menekan tombol billing, lalu memilih 

Kementerian/lembaga dan mengklik pembuatan billing 

c) Kemudian praktikan memasukkan nomor billing dan mencari kode 

billing tersebut lalu menyalinnya dan memindahkannya pada 

microsoft excel untuk direkapitulasi. Hal ini dilakukan berulang- 

ulang sampai kode billing dibulan tersebut selesai disalin. 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 5. 

 
2. Merekam pungut dan setor pajak menggunakan aplikasi SAS. 

 
Pengertian pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak 

yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan (Sutrimo, 2015). 

Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau 

gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Pihak pembayar penghasilan atau 

gaji memiliki tanggung jawab penuh atas pemotongan, penyetoran, hingga 

pelaporan pajak yang dilakukan pada pegawainya. Pemungutan pajak, adalah 

kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. 
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Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan 

barang. 

Pada bidang kerja ini, praktikan melakukan input NTB dan NTPN sesuai 

lembar cetakan kode billing. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 

145/PMK.04/2006, Nomor Transaksi Bank atau selanjutnya disebut NTB adalah 

nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Bank. Sedangkan,  

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah 

nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan 

Negara. NTPN memiliki fungsi sebagai konfirmasi pada sarana administrasi 

perpajakan seperti Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Elektronik, atau berkas lain, 

baik berkas fisik maupun digital yang memiliki kedudukan sama. Berkas setoran 

atau pembayaran pajak ini akan dianggap sah oleh Kantor Pelayanan Pajak 

apabila telah memiliki NTPN didalamnya. 

Adapun langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam melakukan 

perekaman pungut dan setor pajak dengan aplikasi SAS yaitu sebagai berikut. 

a) Membuka aplikasi SAS 2020 lalu praktikan masuk dengan username dan 

password pegawai 

b) Klik bagian menu bar Bendahara Pengeluaran, pilih RUH Transaksi 

c) Setelah muncul jendela Transaksi Bendahara, ketik tanggal saat 

melakukan input, selanjutnya beri centang menu Pungut Pajak, klik pilih 

d) Akan muncul daftar pajak yang akan dipungut, pastikan nomor pajak, 

akun, uraian, dan jumlah sesuai dengan lembar cetakan kode billing yang 

ingin diinput, jika sudah sesuai beri tanda centang, simpan 

e) Selanjutnya beri centang pada Setor Pajak, klik pilih 

f) Akan muncul pajak yang tadi sudah dipilih saat melakukan pungut pajak, 

masukkan NTPN dan NTB sesuai dengan lembar cetakan kode billing, 

beri centang dan simpan 

g) Lakukan back-up terhadap data 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 6. 
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3. Merevisi apabila terdapat kesalahan input NTPN dan NTB setelah 

diperiksa KPPN 

KPPN adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari 

kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kemeterian/lembaga lain ataupun di 

bawah kemeterian keuangan sendiri. Secara struktural KPPN bekerja di bawah 

direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, namun bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini 

sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum 

dalam menyalurkan dan membebankan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

Setelah merekam pungut dan setor pajak, daftar input tersebut langsung 

otomatis terkirim ke KPPN. Maka selanjutnya dari pihak KPPN akan 

mengirimkan nota konfirmasi penerimaan negara kepada bendahara pengeluaran. 

Pada nota konfirmasi penerimaan negara akan terlihat apakah terdapat kesalahan 

input NTB atau NTPN. Jika terdapat baris kosong pada tabel KPPN, Satuan  

Kerja, tanggal buku, dan nama, maka berarti masih harus melakukan revisi 

terhadap NTPN maupun NTB. 

Pada bidang kerja ini, praktikan melakukan revisi apabila terdapat 

kesalahan input NTB atau NTPN. Revisi ini berguna untuk memperbaiki data 

NTB atau NTPN dari beberapa transaksi. Jika sudah benar, data keseluruhan suatu 

transaksi yang diinput akan muncul pada nota konfirmasi penerimaan negara. Hal 

ini berfungsi untuk mengetahui seluruh transaksi yang dilakukan benar adanya. 

Revisi dilakukan selama terdapat kesalahan input dalam periode Agustus sampai 

dengan Oktober 2020 atau selama praktikan melaksanakan PKL di BB- 

Pascapanen. 

Berikut ini adalah langkah yang praktikan lakukan untuk merevisi 

kesalahan input NTPN dan NTB. 

a) Melakukan pemeriksaan dan menandai data yang masih salah pada lembar 

nota konfirmasi penerimaan negara 
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b) Masuk menu transaksi bendahara yang sudah ter-input sebelumnya, pilih 

data yang salah untuk diperbaiki, ingat nomor pembukuannya 

c) Berikutnya isi kembali NTB dan NTPN transaksi tersebut, pastikan sudah 

benar agar tidak terjadi kesalahan kembali 

d) Selanjutnya akan muncul rincian transaksi tersebut, nomor pembukuan 

akan muncul yang baru secara default, namun gantilah dengan nomor 

pembukuan yang lama 

e) Klik simpan. Data yang sudah diperbaiki akan kembali terkirim ke pihak 

KPPN dan dibuatkan nota konfirmasi penerimaan negara yang sudah 

seluruhnya benar 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 7. 

 
4. Membuat rekapitulasi daftar setoran penerimaan pajak atau 

konfirmasi pajak 

Rekapitulasi daftar setoran penerimaan pajak atau lembar konfirmasi berisi 

ringkasan atau ikhtisar mengenai penerimaan pajak yang sudah  diinput.  

Dokumen ini tergabung dengan dokumen lainnya juga seperti ADK konfirmasi 

setoran penerimaan negara dan photocopy surat setoran penerimaan negara atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya akan diverifikasi dan 

ditandangani oleh PPK dan bendahara pengeluaran. 

Adapun tindakan yang dilakukan praktikan untuk merekapitulasi daftar 

setoran penerimaan pajak. 

a) Buka aplikasi SAS, login  dengan username dan password PPK 

b) Pilih menu cetak, masukkan tanggal yang datanya ingin dicetak 

c) Beri centang setiap transaksi yang muncul pada tanggal yang sudah 

ditentukan 

d) Klik NTPN pada menu pilihan jenis ADK 

e) Pilih folder tujuan tempat menyimpan hasil konfirmasi pajak 

f) Pilih penandatangan yaitu nama Pejabat Pembuat Komitmen 

g) Klik cetak lalu keluar dari aplikasi SAS 2020 
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h) Setelah lembar konfirmasi pajak dicetak, membuat Surat Legalisasi Bukti 

Penerimaan Negara melalui Microsoft Word, di bagian tabel jenis setoran, 

ketik “Setoran Penerimaan Pajak” dan jumlah transaksi sesuai banyaknya 

data yang diinput 

i) Selanjutnya surat ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan lembar 

konfirmasi pajak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

j) Satukan Surat Legalisasi Bukti Penerimaan Negara dan lembaran 

konfirmasi pajak yang sudah dilegalisasi 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 8. 

 
5. Merekapitulasi data arsip SPJ di Microsoft Excel 

 
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit 

mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas 

publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan 

pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar 

pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban 

atas anggaran kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul 

adalah perlunya dibuat anggaran dan laporan keuangan ekternal yang dapat 

menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). 

Setiap kegiatan yang disertai dana atau anggaran maupun tidak ada 

anggarannya pada prinsipnya harus dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang tidak 

disertai dana/anggaran dipertanggung jawabkan dengan laporan tertulis. SPJ 

merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang 

disertai anggaran. Selanjutnya pengarsipan adalah proses menyimpan dan 

mengelola dokumen arsip menurut sistem pengarsipan yang telah disediakan. 

Proses kerja ini berfungsi sebagai bukti terjadinya anggaran, sumber dokumentasi, 

dan sebagai alat ukur aktivitas suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada 

umumnya menghasilkan arsip. Praktikan melakukan rekapitulasi SPJ pada 

Microsoft Excel untuk bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020. Setelah 
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merekapitulasi SPJ, hasil rekapitulasi tersebut akan diperiksa oleh petugas arsip 

dan kepala subbagian keuangan. 

Langkah-langkah kerja yang dilakukan praktikan dalam melakukan 

rekapitulasi data arsip SPJ adalah sebagai berikut. 

a) Membuka Microsoft Excel, membuat tabel judul pada setiap kolom yang 

terdiri dari nomor, tanggal SPM, nomor SPM, nominal, nomor SP2D, 

tanggal SP2D, nilai SP2D, jenis pembayaran, dan uraian 

b) Pada kolom tanggal SPM, nominal, nilai SP2D, jenis pembayaran, dan 

uraian dapat dilihat pada lembar Surat Perintah Membayar 

c) Sedangkan nomor SP2D dan tanggal SP2D terdapat pada halaman daftar 

SP2D satuan kerja 

d) Urutkan data-data rekapitulasi tersebut berdasarkan tanggal dan nomor 

SPM 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 9. 

 
6. Melakukan input kuitansi melalui aplikasi SAS 

 
Kuitansi adalah dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi 

pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Kuitansi yang sudah diisi 

dengan berbagai keterangan pembayaran dan telah ditandatangani oleh penerima 

uang selanjutnya bisa diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. 

Untuk memperkuat legalitas, biasanya penandatanganan kuitansi juga harus 

dibubuhi dengan materai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nominal 

transaksi. SPBy atau Surat Perintah Bayar adalah bukti perintah dari PPK kepada 

Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh 

Bendahara Pengeluaran sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. 

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan uang 

persediaan, harus berdasarkan atas surat perintah bayar (SPBy) yang telah 

disetujui dan ditandatangani oleh PPK. Jadi apabila SPBy belum disetujui oleh 

PPK, seharusnya bendahara tidak boleh melakukan pembayaran yang berasal dari 

dana UP kepada penerima yang berhak. Sebelum uang keluar dari brankas 
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bendahara, harus ada surat perintah bayar terlebih dahulu dari PPK yang sekaligus 

akan melakukan otorisasi atas SPBy tersebut. UP sendiri digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan pembayaran yang tidak dapat 

dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. UP dapat diberikan untuk 

pengeluaran belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. 

Atas dasar SPBy yang diterbitkan oleh PPK, bendahara wajib menguji 

kebenaran SPBy meliputi kelengkapan perintah pembayaran, kebenaran atas hak 

tagih seperti pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan, 

jadwal waktu pembayaran serta ketersediaan dananya. Apabila hasil pengujian 

tidak memenuhi persyaratan, bendahara harus menolak SPBy yang diajukan 

kepadanya. 

SPBy berfungsi sebagai bukti uang keluar dari Kas Bendahara, sedangkan 

kuitansi berfungsi sebagai bukti bayar dari bendahara kepada yang berhak 

(penerima pada kuitansi). 

Berikut ini adalah serangkaian langkah-langkah untuk melakukan 

perekaman kuitansi. 

a) Membuka aplikasi SAS 2020, masukkan username dan password PPK 

b) Pilih menu Surat Perintah Bayar, tekan enter sebanyak tiga kali 

c) Nomor surat tersebut akan muncul secara otomatis, selanjutnya isi “bulan 

dalam romawi/ K”. K adalah tanda untuk kredit, yang berarti uang keluar. 

Bulan yang dimaksud adalah bulan saat melakukan input kuitansi tersebut 

d) Ketik jumlah pembayaran sesuai dengan kuitansi yang akan diinput 

e) Pada bagian kepada, isi dengan nama penerima uang dalam kuitansi 

tersebut, beserta dengan uraian atau keterangannya 

f) Klik kuitansi/bukti pembayaran, tulis angka 1 (default) 

g) Selanjutnya, masukkan kode kegiatan/output/MAK 

h) Lalu masukkan nama dan NIP Bendahara Pengeluaran, penerima uang, 

PPK, lokasi, dan tanggal. Klik simpan 
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i) Selanjutnya pilih RUH SPBy pada taskbar SPP dan langsung dilanjutkan 

dengan memilih Kirim SPBy ke Silabi pada taskbar Utiliti 

j) Akan muncul jendela Kirim SPBy ke Bendahara, masukan Satker, nomor 

PPK, BPP, tahun, dan bulan. Klik backup lalu keluar 

k) Kembali buka aplikasi SAS 2020 namun kali ini login dengan username 

dan password Bendahara Pengeluaran 

l) Klik Utiliti, Terima SPBy, dan restore data setelah memilih data SPBy 

m) Berikutnya, pilih taskbar Bendahara Pengeluaran dan pilih RUH Kuitansi, 

klik rekam 

n) Masukkan kode PPK, maka akan muncul Persetujuan Pembayaran 

Bendahara berikut dengan masing-masing Nomor SPBy, KKP, Nomor 

KKP, Program, Akun, Rincian, Pagu, Realisasi, Sisa, Jumlah, dan 

statusnya 

o) Klik satu per satu data tersebut, apabila sudah benar dan sesuai maka baris 

data tersebut akan berwarna hijau, jika masih salah akan berwarna merah. 

Simpan 

p) Maka akan muncul Daftar Pungutan/Potongan Pajak atas Tagihan Non 

KKP 

Bukti pekerjaan terlampir dalam lampiran 10. 

 

 

 
C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL, praktikan mengalami beberapa kendala baik 

keterbatasan diri ataupun sistem. Beberapa kendala tersebut adalah: 

a. Praktikan mengalami kesulitan untuk memahami istilah-istilah yang 

digunakan dalam lingkungan akuntansi pemerintahan. Banyaknya istilah 

yang belum diketahui praktikan dapat menghambat komunikasi dengan 

pegawai yang bekerja pada lingkungan subbagian keuangan. 
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b. Sering terjadi masalah pada koneksi internet saat praktikan melakukan 

input data ke dalam aplikasi pemerintahan yang membutuhkan koneksi 

internet yang stabil sehingga hal ini memperlambat waktu bekerja. 

c. Praktikan juga sempat mengalami kesulitan untuk memahami sistem 

aplikasi pemerintahan seperti SAS dan Simponi sehingga menghambat 

waktu penyelesaian pekerjaan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Setiap kendala yang dihadapi pasti mempunyai solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut, berikut solusi yang dilakukan praktikan untuk meminimalkan 

kendala yang dihadapi: 

a. Praktikan melakukan pembelajaran secara mandiri terkait dengan 

singkatan yang digunakan dalam lingkungan subbagian keuangan Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian agar praktikan 

dapat menambah pengetahuan. Selain melakukan pembelajaran secara 

mandiri, praktikan juga seringkali bertanya kepada pegawai apabila 

praktikan masih belum mengerti maksud istilah yang digunakan tersebut. 

b. Praktikan memberitahukan kepada pegawai bahwa koneksi internet sedang 

tidak stabil agar segera disampaikan kepada teknisi yang ada di Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. 

c. Praktikan mencoba bertanya kepada salah satu pegawai yang menugasi 

pekerjaan tersebut terlebih dahulu tentang bagaimana langkah-langkah 

dalam menggunakan aplikasi pemerintahan tersebut. 



 

 

 

 

 

BAB IV 
 
 

 

 
A. Kesimpulan 

KESIMPULAN 

PKL sangat bermanfaat untuk praktikan sehingga membuka wawasan 

praktikan akan dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik Kerja Lapangan juga 

merupakan kegiatan dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat 

selama proses tatap muka perkuliahan, tidak hanya tu dengan adanya kegiatan 

PKL ini maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal lebih jauh gambaran dari 

lingkungan kerja pada sebuah instansi maupun perusahaan. 

Berdasarkan hasil laporan PKL di Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktik yang dilaksanakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Pascapanen Pertanian subbagian keuangan memberikan pengalaman 

kepada praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai proses tata cara 

penginputan pajak, kuitansi, mengetahui proses pencairan dana, dan 

menambah pengetahuan mengenai alur pekerjaan pada subbagian 

keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian. 

3. Dengan dilakukannya PKL praktikan merasakan manfaat yang besar di 

diri praktikan seperti memperluasnya relasi pekerjaan dan mengetahui 

berbagai macam karakter pegawai. 

4. Kegiatan PKL ini telah mengajarkan praktikan mengenai disiplin, 

tanggung jawab, dan kemandirian dalam melakukan pekerjaan yang dapat 

menjadi bekal praktikan untuk menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan pengalaman yang praktikan alami selama melakukan Praktik 

Kerja Lapangan di subbagian keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Pascapanen Pertanian, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan: 

 
a. Aktif dalam bertanya mengenai PKL kepada dosen, teman, atau senior 

agar dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat, dan 

setelah melaksanakan PKL. 

b. Mencari tempat PKL dengan optimal, hal ini untuk menghindari terjadinya 

penolakan oleh instansi atau perusahaanm sehingga apabila 

mempersiapkan sejak jauh hari dan terjadi penolakan masih ada waktu 

untuk mencari tempat PKL lain. 

c. Diharapkan dalam mengajukan permohonan kepada suatu instansi atau 

perusahaan sering menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan kabar 

kepastian apakah dapat melaksanakan PKL di tempat tersebut. 

d. Setelah mendapat tempat PKL, mahasiswa menyiapkan berkas-berkas 

yang dibutuhkan dan diharapkan dapat melaksanakan setiap tugas yang 

diberikan dengan baik dan mematuhi segala peraturan yang telah 

ditetapkan instansi atau perusahaan tempat melaksanakan PKL untuk 

menjaga nama baik Fakultas dan Universitas. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

 
a. Memberikan arahan yang lebih baik sebelum masa PKL dimulai agar 

mahasiswa dapat dengan jelas memberikan tanggal pasti untuk 

pelaksanaan PKL agar praktikan dapat mempersiapkan diri untuk 

menjalankan aktivitas PKL seperti memahami pola kerja di suatu instansi 

atau perusahaan yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. 
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b. Menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau instansi, 

agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk 

melaksanakan PKL. 

c. Memutakhirkan materi pembelajaran khususnya tentang sistem akuntansi 

yang terus berkembang, seperti mempelajari sistem akuntansi dengan 

menggunakan peraangkat lunak atau aplikasi sistem akuntansi yang 

digunakan instansi pemerintahan maupun perusahaan. 

3. Bagi Balai Besar Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 

 
a. Diharapkan menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta untuk 

mempermudah rekomendasi untuk PKL pada instansi ini bagi mahasiswa 

selanjutnya. 

b. Diharapkan jaringan internet yang terus optimal demi kelancaran dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

c. Diharapkan dapat memberikan arahan dan pelatihan yang memadai untuk 

mahasiswa magang mengenai job description dan alur pekerjaan secara 

jelas agar mahasiswa magang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

d. Instansi juga seharusnya memperhatikan lingkungan kerja setiap 

karyawan, lingkungan kerja yang dimaksud adalah dalam hal komunikasi 

antar karyawan, karena hal ini berpengaruh dalam hal pencapaian atau 

tujuan yang sudah ditentukan. 
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